LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Formulir 1 : Permohonan Izin Penilai Publik

i

Nomor
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Izin Penilai Publik

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda I Lantai 6
JI. Dr. Wahidin No. 1,
Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan
permochonan untuk memperoleh izin Penilai Publik bidang Penilaian Properti /
Penilaian Bisnis *).

Berkenaan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan Formulir 2, Formulir 3,
dan Formulir 4 yang telah dilengkapi dan kelengkapan data pendukung lainnya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

*) Coret yang tidak sesuai.




Formulir 2 : Permohonan Izin Penilai Publik

MENTERI KEUANGAN

~ REPUBLIK INDONESIA

-2-

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI
FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENILAI PUBLIK
Keterangan Pemohon
I Nama L P P PP PP T T
LTI TP PP T PP T T ITT T
2. Tempat dan tanggal lahir :
Tempat I PP P PP PP PP T
Tanggal g e R o
3. Alamat tempat tinggal LT TP T TP P TP T T T T TT]
N N O N O I Y I B A DR N R
Koo LT T T T VT T TTTITT T
Kode Pos : Dj:l:]j
4. Nomor telepon L - P PP PP PPl T
5. Nomor Kartu Tanda Penduduk : I l T [ ] l | lil [ l l l Tl ] IJ ] IT]
6.  Nomor Pokok Wajib Pajak ST T T T T T -t T T [ |
Keterangan Pendidikan
7. Lulusan Perguruan Tinggi L TP PP PP PP PP Td
Koo o [ [ T T LT T LT DT T T T T T 1]
8. Fakultas RN ENEEENEEEEN RN,
9. Jurusan LT T T P PP L PP T
10.  Tahun lulus : r I }-] ]—I-[ r ] Lj
11. Tanda lulus Ujian Nomor T DT T T 11
Sertifikasi Penilai (USP) *) Tanggal [T ] L 1-0 1 1T 1 1
Keterangan Pengalaman Penilaian
12. NamaKIPP S0 A N U O O O I B B B
13 Nomor telepon SRR EEEEEEEEEEERE RN
14. Jabatan terakhir KJPP I T T T rrrrrrrirrrrir
15.  Pengalaman Penilaian ] LT I ] s.d. [ f[ | J
Thn Thn
a. Sebagai Penilai T T T T T ljiam [T T T )sa [T T T
b. Ketua Tim LT T T am FThLl [ ] sd %hl [ T[]
16. Pekerjaan/ jabatan lainnya
selain di KJPP
17. Surat Keterangan Pengalaman . Nomor : L I [ [ [i] [ l l LI Lrl L l_]
Kerja dari KIPP Tangegal : [ [ |- T J-C L1 [ ]
tgl bin thn
Pemohon
(coerrir et s )




LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3.

Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Fotokopi ijazah strata 1 atau strata 2 yang dilegalisir;

Fotokopi kartu anggota Asosiasi Profesi atau surat keterangan dari Asosiasi Profesi yang bersangkutan;
Fotokopi tanda lulus Ujian Sertifikasi Penilai (USP) yang telah dilegalisir oleh Asosiasi Profesi;

Daftar riwayat hidup yang ditandatangani yang bersangkutan;

Surat keterangan pengalaman kerja;

Rekapitulasi pengalaman kerja di bidang Penilaian (Formulir 2 a);

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Foto berwarna berlatar belakang merah 4x6 terbaru dari Penilai Publik 2 (dua) lembar.

TEE s e o

*
~—

Apabila tanggal ketulusan USP telah melewati masa 2 (dua) tahun, wajib melampirkan
bulkti telah mengikuti PPL paling sedikit 50 (lima puluh) SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir (Formulir 2 b).




LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-4-

Formulir 2 a : Daftar Pengalaman Penilaian

DAFTAR PENGALAMAN PENILAIAN

NAMA OBJEK . JABATAN TAHUN LAMA PEKERJAAN
No. NIS
o PENILAIAN JENIS INDUSTRI DALAM PENILAIAN | DIKERJAKAN{ HARI JAM
JUMLAH
Mengetahui, Pemohon,
(tanda tangan dan cap) (tanda tangan)

( Nama Jelas Pemimpin KJPP ) (Nama Jelas)



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR125/PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-5-

Formulir 2 b : Daftar Kegiatan PPL

DAFTAR KEGIATAN PENDIDIKAN PROFESIONAL LANJUTAN (PPL) PENILAI PUBLIK
BAGI PENILAI PUBLIK YANG KELULUSAN USP-NYA TELAH MELEWATI MASA 2 (DUA) TAHUN

Nama Penilai Publik :

No. TOPIK PPL KEGIATAN PPL JML
TANGGAL TEMPAT PENYELENGGARA SKP

JUMLAH

Formulir dilengkapi dengan fotokopi sertifikat PPL



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
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Formulir 3 : Surat Pernyataan Tidak Merangkap Jabatan

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MERANGKAP JABATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap e,
Tempat/Tanggal lahir @ ...
Pekerjaan Terakhir s RN

Alamat e

dengan ini menyatakan bahwa jika saya mendapatkan izin sebagai Penilai Publik, saya
tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....... /PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik
atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan profesi
saya sebagai Penilai Publik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan
scbagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya

bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang membuat pernyataan,

meterai secukupnya




LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008

MENTER! KEUANGAN TENTANG JASA PENILAI PUBLIK
REPUBLIK INDONESIA
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Formulir 4 : Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN |

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama e

|
|
\
1
1
|
Alamat tempat tinggal @ .. ](
Pekerjaan TP T U D ST UOPPROPRPRPPRYORS |

f

Jabatan ST O U O TP TROEURUR

Dengan ini menyatakan, bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam surat
permohonan jzin Penilai Publik adalah benar, dan saya tidak pernah dikenakan sanksi
pencabutan izin Penilai Publik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya

bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

|
Yang membuat pernyataan, ‘

meterai secukupnya

MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI




LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125/PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Formulir1 : Permohonan Penghentian Pemberian Jasa Fenila1 Publik
Untuk Sementara Waktu Atas Permintaan Sendiri

Nomor
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penghentian Pemberian Jasa Penilai Publik

Untuk Sementara Waktu Atas Permintaan Sendiri

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda | Lantai 6
JI. Dr. Wahidin No. 1,
Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan
permohonan penghentian pemberian jasa Penilai Publik untuk sementara waktu atas
permintaan sendiri.

Berkenaan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan Formulir 2 dan
Formulir 3 yang telah dilengkapi dan kelengkapan data pendukung lainnya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,




MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Formulir 2 : Permohonan Penghentian Pemberian Jasa Penilal Publik
Untuk Sementara Waktu Atas Permintaan Sendiri

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

DEPARTEMEN KEUGANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI
FORMULIR PERMOIIONAN PENGHENTIAN PEMBERIAN JASA PENILAI PUBLIK
UNTUK SEMENTARA WAKTU ATAS PERMINTAAN SENDIRI
Ieterangan Penitai Publik
I. Nama CL T T PP T T T T T T
2. Alamat tempat tinggal HEEEEEEEEEEEREEEEEEEDn
CLT T T I T T T I T T T T T T[]
Kota CIT T T T T T T T T T T ]
Kodepos - [ [ T T T |
3. Nomor telepon HEEEREENEEEENEREENEEN
4. lzin Penilai Publik NIPP ) O LTI
Nomor kee- L LT T T T TTT] ]
Tanggal -0
tgl bin thn
Keterangan Kantor Jasa Penilai Publik (IKJPP)
5. Nama KIPP LT TP P PP TPl
6. Alamat KIPP ERENENN [T T T TT T
Koo - L DT T T T T T ITTT T TS
Rodepos - [ T [ [ ]
7. Nomor telepon / fax LI [ I J i r[ [ l [ L l l 1 r]
8. Izin KIPP Nomor « KEP-[ [ [ T T T T TTITITITTITIT]
langgal -
tg! bin thn
9. Kedudukan pada KIPP sebagai [ JPemimpin KJPP [ _JPemimpin Rekan KIPP [ ]Rekan KIPP
10. Alasan Penghentian Pemberian Jasa Penilai Publik :
Untuk Sementara Waktu Atas Permintaan Sendiri
11. Jangka Waktu Yang Dimohonkan EDTahun [:DBulan
Surat Pernyataan
12. Surat Rekomendasi dari KIPP bagi Penilai Publik
yang menjadi Rekan pada KJPP : Nomor F[—[J J_I ] T [ [ 1 [4[ 1 r [ T ]
Tanggal 1-C -]
tg! bin thn
[3. Surat pernyataan dari Asosiasi Profesi Nomor ['lj I l ] l Ii[ l { J l TL]
Tanggal - -
tgl bin thn
Pemohon,
(o )
NIPP




LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
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Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :

a. Surat rekomendasi dari KJPP bagi Penilat Publik yang menjadi Rekan pada KJPP;
b. Bukti pendukung alasan penghentian pemberian jasa Penilai Publik untuk sementara waktu; dan
¢. Surat pernyataan dari Asosiasi Profesi.

Diisi oleh j)etugas Departemen Keuangan: :

14 Sedang diperiksa oleh PPAJP : DY& DTidak
15 Sedang diadukan oleh pihak lain yang layak : ,
. ditindaktanjuti S va - [ridak : B
16 Sanksi Peringatan dalam 48 bulan terakhir . [_]ridak pernah (i kali Clokai - []3 kali
7 Sedang dikenai sahksi pembekuan izin : DYa I:,Tidak '

18- Sedang : menjalani keWajib‘an yang harus
dilakukan berdasarkan rekomendasi: Sekretaris

J enderal : R El Ya i El Tidak




LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008

MENTERI KEUANGAN TENTANG JASA PENILAI PUBLIK
REPUBLIK INDONESIA
-4 -

Formulir 3 : Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama e
Alamat tempat tinggal @ ...
Pekerjaan TV PSP P PSPPI PS PP

Jabatan L ettt e e e atae e

Dengan ini menyatakan, bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam surat
permohonan penghentian pemberian jasa Penilai Publik untuk sementara waktu atas
permintaan sendiri adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya

bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang membuat pernyataan,

meterai secukupnya

(oo, )
NIPP
 MENTERI KEUANGAN
,,e'f“f:ﬂ;-&f% ttd. |
Salinan sesuai dehaan SRI MULYANI INDRAWATT
Kepala Byf‘%‘@ﬁmm



LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
MENTER! KEUANGAN TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

REPUBLIK INDONESIA
Formulir 1 : Permohonan Mengakhiri Masa Penghentian Pemberian Jasa

Penilai Publik Untuk Sementara Waktu Atas Permintaan Sendiri

..................... ]

Nomor
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal . Permohonan Mengakhiri Masa Penghentian Pemberian

Jasa Penilai Publik Untuk Sementara Waktu
Atas Permintaan Sendiri

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda I Lantai 6
JI. Dr. Wahidin No. 1,
Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan
permohonan mengakhiri masa penghentian pemberian jasa Penilai Publik untuk
sementara waktu atas permintaan sendiri.

|

Berkenaan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan Formulir 2, Formulir 3,
dan Formulir 4 yang telah dilengkapi dan kelengkapan data pendukung lainnya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-2

Formulir 2 : Permohonan Mengakhiri Masa Penghentian Pemberian Jasa

Penilai Publik Untuk Sementara Waktu Atas Permintaan Sendiri

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI
FORMULIR PERMOIIONAN MENGAKHIRI MASA PENGHENTIAN PEMBERIAN JASA PENILAI PUBLIK
UNTUK SEMENTARA WAKTU ATAS PERMINTAAN SENDIRI
Keterangan Penilai Publik
I, Nama LI T TP PP T PP PP P PP P T T]
2. Alamat tempat tinggal LI T T I T P T T Tl ]
Lt PP TP TP Td
Kow [ P I T I T TP TTTTTTITT T
3. Nomor telepon LT T - T TP PP TP T T
4. Izin Penilai Publik NI I I N
Nomor kep- L] PP TP T T T T T TTT I
Tanggal ;‘ l -l ] l l ]
tgl bln thn
Keterangan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
5. Nama KJPP LI T T T TP TP T PP PP PP Pdg
6. Alamat KIPP HEEEEEEENEEE RN
Koo o LT T T PP T T TTT T T[]
Kodepos - [T T T 1]
7. Nomor telepon/ fax [—l ] ] JFL LT r l ] ] l 1 l
8. lzin KJPP Nomor kep-[ T T T TTUTTT T T T T 1
Tanggal - )-E T T
tgl bin thn
9. Kedudukan pada KIPP sebagai . []pemimpin KJPP [_]Pemimpin Rekan KIPP [ ]Rekan KIPP
Penghentian Pemberian Jasa Penilai Publik Untuk Sementara Waktu
10. Jangka Waktu Yang Dimohonkan : [T Jrahun [ ]Bulan
11. Surat Persctujuan : Nomor [ 1 L I [LT [ l IJ I ] [ ] [ l—l
Tanggal = [ [ |- [ J-L [ ] T]
tel bin thn
Jangka Waktu : Tahun [DBulan
Tanggal Berakhir - [ [ J-[ [ J-L T T ]
tgl bin thn
Pemohon,
NIPP
Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :
a. Fotokopi tanda bukti mengikuti PPL selama 1 (satu) tahun terakhir;
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Fotokopi tanda keanggotaan Asosiasi Profesi; dan
d. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan (Formulir 3).




LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3

Formulir 3 : Surat Pernyataan Tidak Merangkap Jabatan

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MERANGKAP JABATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap POV P PP P PR PPPORRPRP
Tempat/Tanggal lahir —: ...
Pekerjaan Terakhir s

Alamat L e e

dengan ini menyatakan bahwa jika saya mendapatkan persetujuan mengakhiri masa
penghentian pemberian jasa Penilai Publik untuk sementara waktu atas permintaan
sendiri, saya tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....... /PMK.01/2008 tentang Jasa
Penilai Publik atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
dengan profesi saya sebagai Penilai Publik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya

bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang membuat pernyataan,

meterai secukupnya




LAMPIRAN III

NOMOR
MENTERI KEUANGAN TENT ANGl iS /PMK.01/2008
REPUBLIK INDONESIA { JASA PENILAI PUBLIK

_4-

Formulir 4 : Surat Pernyataan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama e
Alamat tempat tinggal  © ...
Pekerjaan L,

Jabatan e

Dengan ini menyatakan, bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam surat
permohonan mengakhiri masa penghentian pemberian jasa penilai publik untuk
sementara waktu atas permintaan sendiri adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya

bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang membuat pernyataan,

meterai secukupnya

t
|

(oo )
NIPP
. MENTERI KEUANGAN
ttd. '
Salinan sesuai dengan aslinya, - SRIMULYANIINDRAWATI
Kepala Biro Umum, ===



LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Formulir 1 : Permohonan Persetujuan Pengaktifan 1zin Penilai Publik
yang Dikenakan Sanksi Pembekuan

Nomor
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal . Permohonan Persetujuan Pengaktifan Izin Penilai Publik

yang Dikenakan Sanksi Pembekuan

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda I Lantai 6 |
JI. Dr. Wahidin No. 1, !

|
Jakarta Pusat 10710 }
|
i

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan
permohonan persetujuan pengaktifan izin Penilai Publik yang dikenakan sanksi
pembekuan untuk memberikan jasa kembali.

Berkenaan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan Formulir 2, Formulir 3,
dan Formulir 4 yang telah dilengkapi dan kelengkapan data pendukung lainnya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

NIPP




LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
_2.

Formulir 2 : Permohonan Persctujuan Pengaktifan Izin Penilai Publik
vang Dikenakan Sanksi Pembekuan

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI

FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGAKTIFAN IZIN PENILAI PUBLIK
YANG DIKENAKAN SANKSI PEMBEKUAN

Informasi Penilai Publik

1. Nama N N I I A B D A O A D B A B I O
2. Alamat tempat tinggal L TP PP P TP PP T ]
HEEEEEEENEEEE .
Koo o L} TP LT LT LT LTI
Kode Pos : D:[:D:]
3. Nomor telepon SO N N A B B B
4. Tzin Penilai Publik © Nomor : [:|[ [ 1. LT T 17
Tangeal = [ ] -0 1 J-L T T T3
tel bln “thn
Informasi Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
5. Nama KIPP SEEEEEEEEEENEREEEE RN
6. Alamat KIPP SN EEEEEEEN
CIC I T S O I O I I O B O
Kode Pos : D:E]:l:'
7. Nomor telepon fax SEEEENEEENEEEEEEEEEEEENEN
8. Izin KIPP o Nomor : KEP-[ [ [ T T [T [T T T T TTTTTITT]
Tanggal :IlJ I-LHI I-WJ [ ]
Sankst Pembekuan Izin Penilai Publik
9. Jangka Waktu : [::D Bulan
10. Sanksi Pembekuan Izin . Nomor LT T [J[ T T 1T T 11 P ] [ ]
Tanggal o - - g
Tanggal berakhir : ] 1{—[ Ir T T 1T
tel bin thn
Pemohon,
NIPP

Dokumen pendukung yang harus-disampaikan beserta formulir ini:

a. Daftar realisasi pelaksanaan PPL Penilai dan dokumen pendukungnya (Formulir 2 a);
b. Fotokopi-Kartu Tanda Penduduk ataubukti lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
¢. Fotokopi tanda keanggotaan Asosiasi Profesi.




ILAMPIRAN 1V

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

_3

Formulir 2 a : Daftar Kegiatan PPL bagi Penilai Publik

Yang Dikenakan Sanksi Pembekuan Izin Penilai Publik

DATFTAR REALISASE PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESIONAL LANJUTAN (PPL) PENILAT

Nama Penilai Publik :

No. TOPIK PPL KLEGIATAN PPL JUMLAH
TANGGAL TEMPAT PENYLELENGGARA SKP

JUMLAH

Formulir dilengkapi dengan fotokopi sertifikat PPL



LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA
- L‘t -

Formulir 3 : Surat Pernyataan Tidak Merangkap Jabatan

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MERANGKAP JABATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap e
Tempat/Tanggal lahir — © ...
Pekerjaan Terakhir O U PS PN PP PP PRSP PUTORRRPOY

Alamat SRRSO P RUUPUURRTURRRPUURRRRON

dengan ini menyatakan bahwa jika saya mendapatkan persetujuan pengaktifan izin
Penilai Publik yang dikenakan sanksi pembekuan untuk memberikan jasa kembali, saya
tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....... /PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik
atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan profesi
saya sebagai Penilai Publik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya

bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang membuat pernyataan,

meterai secukupnya




LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

Formulir 4 : Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN ‘

Nomor: |

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama s
Alamat tempat tinggal
Pekerjaan SO E PSSP OPRUUU VPP PVRTOPROOPS

Jabatan e,

Dengan ini menyatakan, bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam surat
permohonan persetujuan pengaktifan izin Penilai Publik yang dikenakan sanksi
pembekuan adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernvataan ini tidak benar, sava

bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan |
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang membuat pernyataan,

meterai secukupnya

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Ustiiiae.,

MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI




LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Formulir 1 : Permohonan Pengunduran Diri Penilai Publik

Nomor
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pengunduran Diri Penilai Publik

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda I Lantai 6
JI. Dr. Wahidin No. 1,
Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan
permohonan pengunduran diri Penilai Publik.

Berkenaan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan Formulir 2 dan
Formulir 3 yang telah dilengkapi dan kelengkapan data pendukung lainnya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

NIPP




LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

_2-

Formulir 2 : Permohonan Pengunduran Diri Penilai Publik

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI

FORMULIR PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI PENILAI PUBLIK

Keterangan Penilai Publik

I Nama SEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
2. Alamat tempat tinggal SEENEEEEENEEEEENEEREEN
N 0 Y O A A
ka [T T T TITTTTTTTTTIT1]
Kode Pos D:]I:D
3. Nomor telepon LI T T -CL T T T T T T T T T Tl T
4. Izin Penilai Publik : NIPP : D NN EEEE
Nomor - Kep-[ [ [ [ [ [ [T T [T TTTTJ]
Tanggal : [ | |- [ J-L T T 1]
tg] bln thn
Keterangan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
5. Nama KIPP SEEEEEREEEEEEREEEEENEN
6. Alamat KIPP LT T T T T TP PP T PP TP L0
Koo [T T TTTTTTITTTTTTT ]
Kode Pos : DID:
7. Nomor telepon / fax SEEEEREEEEREEEEEEERENEN
8. IzinKJPP s Nemor ¢ KEP- T T T T T T T TTITITI T
Tanggal « [ [ |- ] J-L 1T 1T 1]
tel bln thn
9. Kedudukan pada KJPP sebagai . []pemimpin KJPP [ _]Pemimpin Rekan KIPP [__|Rekan KIPP
Surat Pernyataan
10. Surat pernyataan pengunduran
diri sebagai Penilai Publik s Nemor - [ [ T T T T T I T ITTITTI T [ ]
Tanggal : [ ] J-0L T J-L 1T 11
b

I1. Surat pernyataan mengenai penyelesaian

perikatan profesional ¢ Nomor [ l 1 l ] [ l ] I I I [ [ I ] I l I
Tanggal : [ [ |- J-C1 T 1]
tgl bln thn
Pemohon,
NIPP

Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :

b=

. Surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani oleh Penilai Publik yang bersangkutan;

b. Surat persetujuan pengunduran diri Penilai Publik yang ditandatangani oleh seluruh Rekan bagi KJPP berbentuk badan
usaha persekutuan;

c. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penilai Publik yang bersangkutan mengenai penyelesaian perikatan profesional
antara Penilai Publik dengan kliennya; dan

d. Asli surat izin Penilai Publik.
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
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Diisi'oleh bétugas Depﬁrtemen Keuangan: - ] '
12. Sedang diperiksa oleh PPATP : [va [ ]Tidak
13. Sedang diadukan oleh pihak lain yang layak - : : ' )

ditindaklanjuti o [Lva [ Tidak o
14. Sanksi Peringatan dalam 48 bulan terakhir ~ : [_|Tidak perah Clhikali [ kali []3 kali
15. Sedang dikenai sanksi pembekuan izin : DYa [ Jridak
16 Sedang menjalani kewajiban yang harus

dilakukan berdasarkan rekomendasi

Sekretaris Jenderal : DYa DTidak




LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

Formulir 3 : Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama e
Alamat tempat tinggal ...
Pekerjaan s

Jabatan e ettt ettt et

Dengan ini menyatakan, bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam surat
permohonan pengunduran diri Penilai Publik adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya

bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang membuat pernyataan,

meterai secukupnya

MENTERI KEUANGAN
ttd.

Salinan sesuai denga SRI MULYANI INDRAWATI

Kepala Biro Uyl 3. ¥+ 5.
| P P




LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Formulir 1 : Permohonan Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
Berbentuk Badan Usaha Perseorangan

Nomor
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

Berbentuk Badan Usaha Perseorangan

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda I Lantai 6
JI. Dr. Wahidin No. 1,
Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan
permohonan untuk mendapatkan izin usaha Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
berbentuk badan usaha Perseorangan ................................

Berkenaan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan Formulir 2, Formulir 3,
dan Formulir 4 yang telah dilengkapi dan kelengkapan data pendukung lainnya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemimpin,
KIPP

NIPP




LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDO!\IESlA

-2-

Formulir 2 : Permohonan Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
Berbentuk Badan Usaha Perseorangan

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI
FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP)
BERBENTUK BADAN USAHA PERSEORANGAN
Informasi Pemimpin KJPP
1. Nama A I T T I T T T T PP P T T T T
2. Tempat dan tanggal lahir I T T T T ] J,IIJ l-lb]l |- 1]
tg n tha
3. Alamat tempat tinggel LI T TP PP PP PP PP TP
NN .
Kom - [T [T T T TTTTTTTITTTT]
Kode Pos : E]:l:l:[:l
4. Nomor telepon SEENEREEEEEEEEEENEEEEEE
5. Izin Penilai Publik . NIPP S0 ) T
Nomor : KE-[ [ [ [T T T T T TTTITTITT1]
Tanggal '! | ]'f ] ] I !
tgl bin thn
6. Anggota Asosiasi Profesi . Nomor : ] [ li l J J l l ] | [ [J l l l J l
Tanggal l I - l
tel bln thn
Informasi KJPP
7. Nama KPP CIIT T T T T I il
8. Alamat KJPP NN RN
LTI T T T T T T T T T T I IiT]
Kota LT T T T I T T T T T T T I ITTT]
Kode Pos : D:D:D
9. Nomor telepon / fax LTI -CI T T T T T TP L]
10 Nomor Pokok Wajib Pajak LJ [l [ II l ]-[ [J [l ] l I
11. Status gedung kantor : l:]Miliksendiri l:]Sewa Luas ED:]:]m2
Informasi Tenaga Penilai
12. Tenaga Penilai : I:I:Dmang
13. Pendidikan : l:Dorang S-3 EDorang S-2
EDorang S-1 E[:]orang D-1II
Pemimpin,
KIPP. it
(et )
NIPP




LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
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TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
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Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :

a.  Fotokopt surat izin Penilai Publik dari Pemimpin KJPP;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemimpin KJPP dan tenaga Penilai;

Daftar tenaga Penilai tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang serendah-rendahnya berijazah setara Diploma I, disertai
fotokopi ijazah tenaga Penilai yang dilegalisir;

Surat pengangkatan Penilai sebagai pegawai tetap KJPP;

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Fotokopi bukti anggota Asosiasi Profesi untuk Pemimpin KJPP;

Fotokopi Tanda bukti domisili usaha yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat atau pengelola gedung perkantoran;
Fotokopi Tanda bukti kepemilikan atau sewa kantor dan denah yang menunjukkan kantor terisolasi dari kegiatan lain;

Foto tampak depan dan ruangan kantor KJPP;

Sistem pangkalan data Penilaian;

Surat pernyataan tidak merangkap jabatan (Formulir 3);

Surat persetujuan pengunduran diri dari seluruh Rekan KJPP bagi Penilai Publik yang telah menjadi Pemimpin Rekan

atau Rekan KJPP *) ; dan

m. Foto berwarna berlatar belakang merah 4x6 terbaru dari Pemimpin KJPP, 1 (satu) lembar.

o o

mET o E@R b e o

*) untuk Penilai Publik yang sebelumnya telah memiliki KJPP.




LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
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Formulir 3 : Surat Pernyataan Tidak Merangkap Jabatan

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MERANGKAP JABATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap SO PPPTOPO
Tempat/Tanggal lahir @ ...
Pekerjaan Terakhir e

Alamat s e

dengan ini menyatakan bahwa jika saya mendapatkan izin usaha Kantor Jasa Penilai
Publik (KJPP) vyang berbentuk badan usaha Perseorangan, saya tidak merangkap
jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor ....... /PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik atau jabatan lainnya
yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan profesi saya sebagai Penilai
Publik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya

bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang membuat pernyataan,

meterai secukupnya




LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
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Formulir 4 : Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama RO TR U URTOUPOUURORRTI
Alamat tempat tinggal ..,
Pekerjaan e e

Jabatan L e ettt ettt

Dengan ini menyatakan, bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam surat
permohonan izin usaha Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) berbentuk badan usaha
Perseorangan adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya
bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang membuat pernyataan,
Pemimpin

(oo )
NIPP
o
MENTERI KEUANGAN
ttd.
salinan sesuai dengan aslinya, SRI MULYANI INDRAWATI

Kepala Biro b/mﬁ@wv««,g\
ub. 78T

£
o

o

a1 FL arternkn’
ik o
) K BIRO U1 }g E
;YO\\\M *;



LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Formulir 1 : Permohonan Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
Yang Berbentuk Badan Usaha Persekutuan

-

Nomor
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

yang Berbentuk Badan Usaha Persekutuan

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda [ Lantai 6
jI. Dr. Wahidin No. 1,
Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan
permohonan untuk mendapatkan izin usaha Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) berbentuk
badan usaha Persekutuan ................c...c....

Berkenaan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan Formulir 2, Formulir 3, |
dan Formulir 4 yang telah dilengkapi dan kelengkapan data pendukung lainnya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemimpin Rekan,




LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
MENTERI KEUANGAN TENTANG JASA PENILAI PUBLIK
REPUBLIK INDONESIA

Formulir 2 : Permohonan Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
Berbentuk Badan Usaha Persekutuan

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI
FORMULIR PERMOHONAN
1ZIN USAIIA KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) BERBENTUK BADAN USAIIA PERSEKUTUAN
Pemimpin Rekan KJPP
L Nama S A I O A
2. Tempat dan tanggal lahi T T L) O -1 -
3. Alamat tempat tinggal LT PP P PP P PP T T
Kota - LT T T T T T T TTTTTTTTTT I
Kode Pos : D:I:I:D
4. Nomor telepon SEEEEREEEEEEEEEEEEEEEEEn
5. lzin Penilai Publik : NIPP : [:I 11 J[ I T 11
Nomor : KEP-[ T T T T T T T T ] T TTTTTIT]
Tanggal = [T -0 T J-01T [ 11
tgl bln thn
6. Anggota Asosiasi Profesi : Nomor T T T T I T I T TT i1 I T1TIrIIrriILn1
Tanggal : L[_] - {__]__} - - i I
tg! bln thn
Informasi Rekan KJPP
7. Nama LTI T T T I I T TP T T T T T ]
8. Tempat dan tanggal lahir CI T T T PTTT I T[] “tg,’ I-Ibml Hmnl ]
9. Alamat tempat tinggal T T I T T T TP Tl g
Koto L T T T T TTTTTTTTTTTTT]
Kode Pos : D:EI:]:]
10. Nomor telepon T - I T T TP T T TP
i1. Izin Penilai Publik onwee [ 1] O [
Nomor : KeP-[ [ [ T T T TTTTTTTTTTT]
Tanggal = [ | J-[ T J-L 1 1 1]
tg! bin thn
12. Anggota Asosiasi Profesi : Nomor : [ ] { ] ] l L J l L I | I [ l l l | l ]
Tanggal S I
gl bin thn
(apabila Rekan KJPP lebih dari seorang agar ditambahkan)
Informasi KJPP
13. Nama KJPP [T I T T T I T T T T I T I T T I
14. Alamat KIPP I T T T T T T I T T T T T P T T I fa]d
Kota L T [T TTTTTTTTITTTTL L]
Kode Pos : EEED___]
15. Nomor telepony/ fax o [J-CIT T T T T T T T TT I TTTTIT1]
16. Nomor Pokok Wajib Pajak T rIT1Trrrl-tirrirri
17. Status gedung kantor : [:]Milik sendiri [:]Sewa Luas D:l:[:lmZ
18. Jumlah Rekan KIPP [T ] Penilai Publik [T Non Penilai Publik
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Informasi Tenaga Penilai

19. Tenaga Penilai : D:D orang
20. Pendidikan : D:] orang S-3 [:]:] orang S-2
[____]:} orang S-1 D:] orang D-111

Pemimpin Rekan,

Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :

Fotokopi surat izin Penilai Publik untuk Pemimpin Rekan dan Rekan yang Penilai Publik;

Fotokopi akta perjanjian kerjasama KJPP yang disahkan oleh notaris;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemimpin Rekan, Rekan dan tenaga Penilat;

Daftar tenaga Penilai tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang serendah-rendahnya berijazah setara Diploma I,
disertai fotokopi ijazah tenaga Penilai yang dilegalisir;

Surat pengangkatan Penilai sebagai pegawai tetap KJPP;

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama KJPP;

Fotokopi bukti anggota Asosiasi Profesi untuk Pemimpin Rekan dan Rekan yang Penilai Publik;

Fotokopi Tanda bukti domisili usaha yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat atau pengelola gedung perkantoran;
Fotokopi Tanda bukti kepemilikan atau sewa kantor dan denah yang menunjukkan kantor terisolasi dari kegiatan lain,
Foto tampak depan dan ruangan kantor KJPP;

Sistem pangkalan data Penilaian;

Surat pernyataan tidak merangkap jabatan (Formulir 3);

Surat persetujuan pengunduran diri dari seluruh Rekan KJPP bagi Penilai Publik yang telah menjadi Pemimpin Rekan
atau Rekan KJPP *} ; dan

n. Foto berwarna berlatar belakang merah 4x6 terbaru dari Pemimpin Rekan dan Rekan KJPP, 1 (satu) lembar.

aeos

B mT s Emomoe

*} untuk Penilai Publik yang sebelumnya telah memiliki KJPP.
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Formulir 3 : Surat Pernyataan Tidak Merangkap Jabatan

—

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MERANGKAP JABATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap s
Tempat/Tanggal lahir ...,
Pekerjaan Terakhir L e e ettt

Alamat L ——— s

dengan ini menyatakan bahwa jika saya mendapatkan izin usaha Kantor Jasa Penilai
Publik (KJPP) berbentuk badan usaha Persekutuan, saya tidak merangkap jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor ....... /PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik atau jabatan lainnya
yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan profesi saya sebagai Penilai
Publik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya
bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

...................... Frrenracatetinreitterneeonatananas

Yang membuat pernyataan
Pemimpin Rekan / Rekan KJPP *),

meterai secukupnya

*) Coret yang tidak sesuai.
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Formulir 4 : Surat Pernyataan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama e
Alamat tempat tinggal ..
Pekerjaan PSPPSR TP PO

Jabatan USSP P OO PU P PRURRURPTIOS

Dengan ini menyatakan, bahwa data dan informasi vang disampaikan dalam surat
permohonan izin usaha Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang berbentuk badan usaha
Persekutuan adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnva untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya
bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang membuat pernyataan,
Pemimpin Rekan
KIPP e,

MENTERI KEUANGAN

ttd.
Salinan sesuai denearashn
Kepala Biro Um%n%ﬁﬁ L SRI MULYANI INDRAWATI

p 3 — 1RO UNUNM Pk

t{/ ' : /]
AntHpiusLuh to, y
% ‘@3};.

N},}Z 06004110 NG 05+




LAMPIRAN VIII

PERATURAN MENTER! KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
MENTERI KEUANGAN TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MO IO G IRV OTA

Formulir 1 : Permohonan lIzin Pembukaan Cabang
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

Nomor
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal :  Permohonan Izin Pembukaan Cabang

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda I Lantai 6
jl. Dr. Wahidin No. 1,
Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan
permohonan untuk mendapatkan izin pembukaan Cabang Kantor Jasa Penilai Publik
(KJPP) oo, di v,

Berkenaan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan Formulir 2 dan
Formulir 3 yang telah dilengkapi dan kelengkapan data pendukung lainnya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemimpin Rekan,
131

NIPP




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
.

Formulir 2 : Permohonan Izin Pembukaan Cabang
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

LAMPIRAN VIII

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI
FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN CABANG
KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP)
Informasi Pemimpin Cabang KJPP
1. Nama SEEEREEEEREEEREEEEEEENE.
2. Tempat dan tanggal lahir O N I I O O I A A A B e I-b[ -1
3. Alamat tempat tinggal LI T I P T PP PP PP T T T ]
Kota SENEEENEEEEEEREEEEN
Kode Pos : ED:D:
4. Nomor telepon L - T T TP T T P T T T T PP T
5. Izin Penilai Publik conee [ O] DT T
Nomor = KEP-[ T T J J I T T T TTTTITTTT]
fangeal - (1] - [ 1] - T 1]
tgl bin thn
6. Surat Penunjukan Menjadi
Pemimpin Cabang KIJPP Nomor f] [ [ I I I | l—[ l il f ] l 1 ] l ]
Tamggal - [ [ J-L T J-L LT 1]
Informasi KJPP
7. Nama KJPP LI T T T T T P T T T T T]
8. Alamat KJPP LI TP PP PP PPl
Kota SEEEREEEEEEEEEEEEEEE
Kode Pos : D:D:D
9. Nomor telepon / fax SEEERREEEEEEEEEEEEEEEEEN
10. Izin Usaha KJPP s Nomor : KEP-[ [ [ [ T [T T T T TTTTTITTITI]
Tanggal rl "[ ] —II LL l J
1gl bin thn
Informasi Kantor Cabang KJPP
11. Alamat Cabang KJPP SRR EEEEREEEEEEEEEN
Kota SN EEENEEEEEEEEE
Kode Pos : E[:ED
12. Telepon / Fax L T T T T T T T T T
13. NPWP Cabang KJPP T T T T-trT T rrrri
14. Status gedung kantor : [__—]Miliksendiri [__—]Sewa Luas Dj:[ij
Informasi Tenaga Penilai
15. Tenaga Penilai : D:L—_lorang
16. Pendidikan : DjorangS-S EDorang S-2 [:Dorang S-1 E:DorangD-III
Pemimpin Rekan,
KIPP.ooiioiiic e
o )
NIPP




LAMPIRAN VIII

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125  /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

_3.
Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :
a. Surat persetujuan dari seluruh Rekan KJPP mengenai penunjukan salah satu Rekan yang Penilai Publik menjadi Pemimpin
Cabang KJPP;
b. Fotokopi surat izin usaha KJPP;
c. Fotokopi izin Penilai Publik untuk Pemimpin Cabang KJPP,
d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemimpin Cabang KJPP dan tenaga Penilai;
e. Daftar tenaga Penilai tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang serendah-rendahnya berijazah setara Diploma I,
disertai fotokopi ijazah tenaga Penilai yang dilegalisir;
f.  Surat pengangkatan Penilai sebagai pegawai tetap KJIPP;
g. Fotokopi Tanda bukti kepemilikan atau sewa kantor dan denah yang menunjukkan kantor terisolasi dari kegiatan lain;
h. Foto tampak depan dan ruangan kantor Cabang KJPP;
i. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Cabang KJPP;
j. Sistem pangkalan data Penilaian;
k. Fotokopi Tanda bukti domisili usaha yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat atau pengelola gedung perkantoran; dan
1. Foto berwarna berlatar belakang merah 4x6 terbaru dari Pemimpin Cabang KJPP, 1 (satu) lembar.




LAMPIRAN VIII

NOMOR 125 /PMK.01/2008
MENTER! KEUANGAN TENTANG JASA PENILAI PUBLIK
REPUBLIK INDONESIA

-4 -

Formulir 3 : Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama PSPPSR
Alamat tempat tinggal @ ...,
Pekerjaan PO PRSPPSO TSP FOUURPOPOTORTOUROTON
Jabatan ettt

Dengan ini menyatakan, bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam surat
permohonan izin pembukaan Cabang Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya
bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang membuat pernyataan,
Pemimpin Rekan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN

| ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya, ~ |
Kepala Biro Uit SRI MULYANI INDRAWATI

R O

e;ﬁ{a B%gl e 2

‘ !f’} : !.,ei\xé,‘t, ( " 6iRp Ui } s k

Q’ftb“" o Suer
1P 060041105 % /'

NGO
T



LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Formulir 1 : Laporan Pembukaan Kantor Perwakilan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

Nomor
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Pembukaan Kantor Perwakilan

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda I Lantai 6
JI. Dr. Wahidin No. 1,
Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami menyampaikan
laporan pembukaan Kantor Perwakilan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
....................................... di

Berkenaan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan Formulir 2 dan
Formulir 3 yang telah dilengkapi dan kelengkapan data pendukung lainnya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemimpin / Pemimpin Rekan *),
KIPP o

NIPP

*) coret yang tidak sesuai.




LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-2-

Formulir 2 : Laporan Pembukaan Kantor Perwakilan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI

FORMULIR LAPORAN PEMBUKAAN KANTOR PERWAKILAN
KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP)

Informasi Penanggung jawab Kantor Perwakilan KJPP

1. Nama I I TP T T TP T T T T T T ]
2. Tempat dan tanggal lahir L T T T T T I TT T T T I TT m.m.{j—]
tgl bln thn
3. Alamat tempat tinggal LT T T T T P P T T T TP
Kota LI PP T T T T T T T T
Kode Pos :Dj:[:[j
4. Nomor telepon e L PP PP TP P ]
Informasi KJPP
5. Nama KJPP S N N N B B
6. Alamat KIPP LI T TP TT PP T T TT
Kota SENEEEEEEEEEEEEEEER
Kode Pos :E[IED
7. Nomor telepon / fax SEEEER NN EEEEEEEEEEE
8. Izin Usaha KJPP © Nomor : KEP-[ [ T T 1 [ Tl 1 11 [il L1
tangeal - (1] -[11-CT 1]
tgl bln thn
Informasi Kantor Perwakilan KJPP
9. Alamat T T T T PP PP g g
Kota LI T T T T T P T T LI
Kode Pos :I:Ij_—_]:}
10. Nomor Telepon / Fax SEEEEREEEEEEEEENEENRRERN
11. Surat Keputusan Pemimpin . Nomor : u [ l [ [ ] [ ] ] ] l } [ l 1 1 ! l I
/ Pemimpin Rekan KJPP *) Tanggal { [ l'l l l' [ l l ]
tgl bln thn

*) coret yang tidak sesuai,

Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :

fotokopi surat izin usaha KJPP;

fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab Kantor Perwakilan KJPP;

surat keputusan Pemimpin atau Pemimpin Rekan KJPP tentang pembukaan Kantor Perwakilan KJPP; dan
surat keierangan domisili Kantor Perwakilan KJPP.

s o




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

-3
Formulir 3 : Surat Pernyataan
SURAT PERNYATAAN
Nomor:
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama OSSP TO PSP POOROPRTOTOORT
Jabatan : Pemimpin / Pemimpin Rekan KJPP *).......

pada formulir Pembukaan Kantor Perwakilan Kantor Jasa
benar.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan
sebagaimana mestinya.

Apabila dikemudian hari pernyataan ini diketahui

*) coret yang tidak sesuai.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa data yang kami lampirkan

Penilai Publik (KJPP) adalah

benar, ditandatangani pada

tanggal tertera pada akhir keterangan ini dengan meterai cukup untuk dapat digunakan

tidak benar, saya bersedia

dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang membuat pernyataan,
Pemimpin / Pemimpin Rekan ¥)

MENTERI KEUANGAN

ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya, SRI MULYANI INDRAWATI
Kepala Biro Umum
u.b.
Kc‘%ﬂa Bagian T.U, Departemen
. A




LAMPIRAN X

NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Formulir 1 : Permohonan Penutupan Kantor Jasa Penilal Publik (K] FPI%)

Nomor
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal . Permohonan Penutupan

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda I Lantai 6
JI. Dr. Wahidin No. 1,
Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan
permohonan penutupan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

Berkenaan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan Formulir 2 dan
Formulir 3 yang telah dilengkapi dan kelengkapan data pendukung lainnya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemimpin / Pemimpin Rekan *),
KIPP oo,

NIPP

*) coret yang tidak sesuai.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

)



LAMPIRAN X

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008

MENTERI KEUANGAN '

REPUBLIK INDONESIA TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

-2-

Formulir 2 : Permohonan Penutupan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI

FORMULIR PERMOHONAN
PENUTUPAN KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP)

Informasi Pemimpin/ Pemimpin Rekan KJPP

1. Nama LI TP T P PP P TP TP T P T T TP T 7)
2. Tempat dan tanggal lahir ! [ l ﬁ l ] J [T[ ] Ll [ ]“t_gl—]_]-gn:D-[l;D
3. Alamat tempat tinggal JENEEEENEEEEEEEEEEEEEEEEN
Koa o LT T T T T T T T ITTTTITTTITIT]
Kode Pos : [:D:D:]
4. Nomor telepon JENEER SN .
5. Izin Penilai Publik cnee - ) D) O
Nomor kep-L P LT PP T T I T T TT ]
Tanggal « [ [ -0 1 -0 1 11|
tgl bn . thn
Informasi KJPP
6. Nama SEEEEEEEEEEENEENENEEEEEEE
7. Alamat JENEEEEEEEEEEEEEEEEENEENE
Kow LT TTTTTITPTITTITITTIT ]
Kode Pos : EED:I:]
8. Nomor telepon / fax LTI - T TP T T T I T T TT[]
9. Izin usaha KIPP cNomor « KEP-L T T T T T T TTTTT T TTTT/[]
Tanggal = [ [ J-[ T J-LT T 11
tgl bln thn
10. Bentuk Badan Usaha KJPP : L__]Perseorangan DPersekutuan
11. Surat pernyataan tentang penutupan KJPP : Nomor rl [ | l Ii ] [ I l ] rT l [ Ll ] 1 ]
Tanggal - -CT T 1]
1 bln thn

-4

12. Surat penyelesaian perikatan profesional

antara KJPP dengan kliennya : Nomor r L l ] l | l I [ l l 1 l ] L1 l I I l 1
Tanggal [ - [ ]- [ ]
tgl bln thn

Pemimpin / Pemimpin Rekan *)

Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :

a. Surat pernyataan tentang penutupan KJPP yang ditandatangani oleh Pemimpin KJPP bagi KJPP berbentuk badan usaha Perseorangan;

b. Surat pernyataan tentang penutupan KJPP yang ditandatangani oleh seluruh Rekan KJPP bagi KIPP berbentuk badan usaha Persekutuan;
¢. Surat peryataan tentang penyelesaian perikatan antara KJPP dengan kliennya yang ditandatangani oleh Pemimpin KJPP untuk KJPP

yang berbentuk badan usaha Perseorangan;
d. Surat pernyataan tentang penyelesaian perikatan antara KIPP dengan kliennya yang ditandatangani oleh seluruh Rekan KJPP untuk KJPP

yang berbentuk badan usaha Persekutuan; dan
e. Aslisurat izin usaha KJPP.

*) coret yang tidak sesuai.




LAMPIRAN X

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN NOMOR 125 /PMK.01/2008
REPUBLIK INDONESIA TENTANG JASA PENILAI PUBLIK
_3.
Formulir 3 : Surat Pernyataan
SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*) coret yang tidak sesuai.

Nama RO TR O RS URRUPURRRI
Alamat tempat tinggal : ...
Pekerjaan USSR SU NP SUURRRI

Jabatan TN PUUIURTRURRION

Dengan ini menyatakan, bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam surat
permohonan penutupan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya
bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan

Yang membuat pernyataan,
Pemimpin / Pemimpin Rekan *)

Salinan sesuaj dengan ashinye

Kepala Biro U mtlmzv;:g{ﬁi}‘"ﬁ"%
u.b. / ' g e .
Ke lan T4 ¥ 3
pa@Bagxam 1 !
/ A ‘

MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI




LAMPIRAN XI

NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Formulir 1 : Permohonan Penutupan Cabang Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

Nomor
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penutupan Cabang

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda I Lantai 6
JI. Dr. Wahidin No. 1,
Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan
permohonan penutupan Cabang Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ..o di

Berkenaan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan Formulir 2 dan
Formulir 3 yang telah dilengkapi dan kelengkapan data pendukung lainnya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemimpin Rekan,

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

AL



LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
_2-

Formulir 2 : Permohonan Penutupan Cabang Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI
FORMULIR PERMOHONAN
PENUTUPAN CABANG KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP)
Informasi Pemimpin Rekan KJPP
I. Nama LI TP T L PP P PP TP ]
2. Tempat dan tanggal lahir SN T A O I O S O
tgl bln thn
3. Alamat tempat tinggal SEEEENEEEEEEEEEEEEEEEEN
NN NN
Kota = L[ [ T T T T T T TP PP T[]
Kode Pos : LT ] ] 1]
4. Nomor telepon SEEEEREEEEENEEEENEEEEEN
5. lzin Penilai Publik coNee [ ) T
Nomor = KEP-[ [ T [ [T T JTTTTT T[T
Tanggal = [ T |- T J-[_T T T]
tgl bln thn
Informasi KJI'P
6. Nama LTI T TP LT PP P PPl d g
7. Alamat Tl it e P d Prqgd]
(T T T T T T T I P T PPl T I il
Koto LT [T T T T T TETTTTLITT T
Kode Pos : L r] l [ ] ]
8. Nomor telepon / fax AEEENDEEREEEREEENEENEEN
9. Izin Usaha KJPP : Nomor kep-[ T T T T T T T LI T T 1T lj
Tanggal : [ [ J-[ T J-L 1 T 1]
tal bin thn
Informasi Cabang KJPP
10. Ajamat LT T T T PP PP PPl gg
Koto [T T T T T T T T TTTTT T T 1]
Kode Pos L l ] ] l l J
11. Nomor telepon / fax LI T - T T T T PP T ]
12. Izin Usaha Pembukaan Cabang KJPP . Nomor KEP-{ [ l l I ] l | I ] [ I [ ] l l ]
Tangeal : [ [ J-[L [ J-LT T 1]
tgl bin thn
13. Surat penutupan Cabang KJPP : Nomor LT ] ] ] | I I ] I l ] [ l l l [ Jj
Tanggal : [ [ J-[ T ]-0_ [ [ T[]
tgl bln thn




LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

14. Surat penyelesaian perikatan profesional
antara Cabang KJPP dengan kliennya : Nomor l ] ] l l [ [ l l ] ' ] I l ' l , I l
l

Tanggal : [ [ |-[ ] |-

Pemimpin Rekan,

Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :

a.  Surat pernyataan yang ditandatangani oleh seluruh Rekan KJPP tentang penutupan cabang KJPP;

b.  Surat pernyataan yang ditandatangani oleh seluruh Rekan KJPP mengenai penyelesaian perikatan profesional antara
Cabang KJPP dengan kliennya; dan

c.  Asli surat izin Pembukaan Cabang KJPP.




LAMPIRAN XI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-4

Formulir 3 : Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama OO PP
Alamat tempat tinggal @ .
Pekerjaan e

Jabatan e e ettt et

Dengan ini menyatakan, bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam surat
permohonan penutupan Cabang Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya
bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang membuat pernyataan,
Pemimpin Rekan,
KIPP o,

MENTERI KEUANGAN
- ttd.

Salinan sesuai di@%@%@a SRI MULYANI INDRAWATI
s .




LAMPIRAN XII

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Formulir 1 : Permohonan Persetujuan Pengaktifan Kembali Izin
Usaha Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang
Dikenakan Sanksi Pembekuan Izin Usaha

Nomor
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal :  Permohonan Persetujuan Pengaktifan Kembali Izin

Usaha Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang
Dikenakan Sanksi Pembekuan Izin Usaha

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda I Lantai 6
J1. Dr. Wahidin No. 1,
Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan
permohonan persetujuan pengaktifan kembali izin usaha Kantor Jasa Penilai Publik
(KJPP) e yang dikenakan sanksi pembekuan izin usaha.

Berkenaan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan Formulir 2 dan
Formulir 3 yang telah dilengkapi dan kelengkapan data pendukung lainnya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemimpin / Pemimpin Rekan *),
1210

NIPP

*) coret yang tidak sesuai.




LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
2.

Formulir 2 : Permohonan Persetujuan Pengaktifan Kembali Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik
(KJPP) Yang Dikenakan Sanksi Pembekuan Izin Usaha

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI

FORMULIR PENGAKTIFAN KEMBALI IZIN USAHA KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP)
YANG DIKENAKAN SANKSI PEMBEKUAN IZIN USAHA

Informasi Pemimpin / Pemimpin Rekan KJPP *)

I. Nama LI PP PP T P T T T T T T T T 1]

2. Alamat tempat tinggal Sl EEEEEEENEEEEEEEEEEEEEEEN
LI T T T T I L PP T T T T T T T T T T 1]
Koa o [ T [ T T T ]I PTTTTTTITITTT]
Kode Pos : D:ED:]

3. Nomor telepon L - PP PP P TP T T PP TIT]

4. lzin Penilai Publik onNwee : (] T T
Nomor : KEP-[ [ [ [ [ [ [ P T TTTTTTITTTT]
Tanggal : [ [ J-[ [ [-[ ] ] []

tgl bln thn

Informasi KJPP

5. Nama KJPP LI TP TP PP T TP T T T

6. Alamat Kantor L P rT T PP PP PP PP
Koo - LT T T T TTTTTITTTITTTITTT ]
Kode Pos : D:D:D

7. Nomor telepon/ fax L - TP PP T TP T TP PT

8. Izin Usaha KJPP s Nomor : KEP-[ [ T T T 1T T T T TTTTTITITIUTLILILITI
Tanggal [_IT_I - W - m

Sanksi Pembekuan Izin Usaha KJPP

9. Jangka Waktu . [T T Julan

10. Sanksi Pembekuan Izin : Nomor l I I 11 [ l ] L | [ [ ] [ l I [ [ ] [ l I
Tanggal (IJJ-IMI I-lhl [ T

Tanggal berakhir : [:]:] - - [ l I
tgl bln thn

Pemimpin / Pemimpin Rekan *)

Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :

a. Fotokopi akta perjanjian kerjasama KJPP yang disahkan oleh notaris bagi KIPP berbentuk usaha Persekutuan;
b. Fotokopi bukti anggota Asosiasi Profesi dari Pemimpin KJPP bagi KJPP berbentuk usaha Perseorangan;
c.  Fotokopi bukti anggota Asosiasi Profesi dari Pemimpin Rekan KJPP dan Rekan KJPP yang Penilai Publik bagi KJIPP berbentuk
usaha Persekutuan;
. Fotokopi tanda bukti domisili usaha yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat atau pengelola gedung perkantoran; dan
e. Fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa kantor dan denah yang menunjukkan kantor terisolasi dari kegiatan lain.

*} coret yang tidak sesuai.




LAMPIRAN XII

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Formulir 3 : Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama e
Alamat tempat tinggal @ ...,
Pekerjaan e

Jabatan L et ettt

Dengan ini menyatakan, bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam surat
permohonan persetujuan pengaktifan kembali izin usaha Kantor Jasa Penilai Publik
(KJPP) yang dikenakan sanksi pembekuan izin usaha KJPP ...
adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak
benar, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

...................... Jeereanereaiaasarasanransieseatan

Yang membuat pernyataan,
Pemimpin / Pemimpin Rekan *),

124154 Y
meterai secukupnya
(oo, )
NIPP
*) coret yang tidak sesuai.

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRIMULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,




LAMPIRAN XIII

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTER|I KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Formulir 1 : Permohonan Persetujuan Pengaktifan Kembali Izin Pembukaan Cabang KJPP
yang dikenakan Sanksi Pembekuan Izin Pembukaan Cabang KJPP

Nomor
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal :  Permohonan Persetujuan Pengaktifan Kembali Izin

Pembukaan Cabang KJPP yang Dikenakan Sanksi
Pembekuan Izin Pembukaan Cabang KJPP

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda I Lantai 6
JI. Dr. Wahidin No. 1,
Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan
permohonan  persetujuan  pengaktifan kembali  izin  pembukaan Cabang
KIPP....oii, dic yang dikenakan sanksi pembekuan izin
pembukaan Cabang KJPP.

Berkenaan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan Formulir 2 dan
Formulir 3 yang telah dilengkapi dan kelengkapan data pendukung lainnya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemimpin Rekan,
KIPP oo

NIPP




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIIT

PLRATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

Formulir 2 : Permohonan Persetujuan Pengaktifan Kembali Izin Pembukaan Cabang
KJPP yang Dikenakan Sanksi Pembekuan Izin Pembukaan Cabang KJPP

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL
PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI
FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGAKTIFAN KEMBALI IZIN PEMBUKAAN CABANG KJPP
YANG DIKENAKAN SANKSI PEMBEKUAN IZIN PEMBUKAAN CABANG KJPP
Informasi Pemimpin Rekan KJPP
I. Nama I T T T T T P TP T T T T T T T T
2. Alamat tempat tinggal I T TP PP PP T T T T
Kom o [T T T T T T T T T I T T I TP T T
Kode Pos : EE]:D:'
3. Nomor telepon L - PP PP ]
4. Izin Penilai Publik conNee [T T T
Nomor : KEP-[ [ [ [ T T [T T I TITTTITTTT]
Tanggal [[ggj [;]:] - [QID
Informasi KJPP
5. Nama KIPP LT P PP PP T T T
6. Alamat I AT PP PP PP Iy
Koto o T T T T TTTTT T T PT P TT []T]]
KodePos : [ | | [ [ |
7. Nomor telepon / fax LTIy L PP P P T
8. Izin Usaha KJPP s Nomor - KEP-[ [ [ T T T T T T 1T T TITTTITT
Tanggal E;D-[ETLJ-[TH;TI—J_I—J
Informasi Cabang KJPP
9. Nama Pemimpin Cabang KJPP HEEEEEEEEEEEEEEEEN RN
10. Alamat Kantor L LT T TP PP T T I T T
Kow - ] [T T T TT I EPTTEPLITTETTIT ]
Kode Pos ED:]:D
1. Nomor telepon / fax SEEEEOEEEEEEEEEEEEEEEnEEEE
12. 1zin Pembukaan Cabang KJPP : Nomor KEP-I I [ l ! [ J ] [ [ ] [ Ll I u [ ]J
Tanggal [;:]-,%[:]—[%[:Dj
Sanksi Pembekuan Izin Pembukaan Cabang KJPP
13, Jangka Waktu . [T T IBulan
14. Sanksi Pembekuan Izin : Nomor r[ l [ ] [ ] [ I [ l L [ I J [ [ ]J I I l
Tanggal : [;{:] -%D -';;_[jj:]
Tanggal berakhir : [—I_—D —I'bl_r—-l -[hn—[_T_]_l
tgl n t
Pemimpin Rekan,
KIPP ..ot
NIPP




LAMPIRAN XIII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-3.

Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :

Surat persetujuan dari seluruh rekan KJPP mengenai penunjukan salah satu Rekan yang Penilai Publik menjadi Pemimpin Cabang KJPP;
Fotokopi izin Penilai Publik dari Pemimpin Cabang KJPP;

Fotokopi bukti kepemilikan atau sewa kantor dan denah yang menunjukkan kantor terisolasi dari kegiatan lain; dan

fotokopi domisili usaha yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat atau pengelola gedung perkantoran.

A6 ow




LAMPIRAN XIII

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4 -

Formulir 3 : Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama PO P PP P PP PORPURPRPRON
Alamat tempat tinggal ...
Pekerjaan s

Jabatan ettt

Dengan ini menyatakan, bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam surat
permohonan persetujuan pengaktifan kembali izin pembukaan Cabang KJPP
......................................... di i yang. dikenakan sanksi pembekuan

izin pembukaan Cabang KJPP adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya
bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang membuat pernyataan,
Pemimpin Rekan,

KIPP o
meterai secukupnya
(oo, )
NIPP
MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRIMULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai den



LAMPIRAN XTIV

NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Formulir 1 : Permohonan Persetujuan Melakukan Kerjasama Teknis di Bidang Jasa Penilaian
Dengan Kantor Jasa Penilai Publik Asing (KJPPA)

Nomor
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Melakukan Kerjasama

Teknis di Bidang Jasa Penilaian dengan Kantor
Jasa Penilai Publik Asing (KJPPA)

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda I Lantai 6
JI. Dr. Wahidin No. 1,
Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan
permohonan persetujuan melakukan kerjasama teknis di bidang jasa Penilaian dengan

Berkenaan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan Formulir 2 dan
Formulir 3 yang telah dilengkapi dan kelengkapan data pendukung lainnya.
Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemimpin / Pemimpin Rekan *),
KIPP oo,

NIPP

*) coret yang tidak sesuai.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN




LAMPIRAN XIV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR125  /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-2-

Formulir 2 : Permohonan Persetujuan Melakukan Kerjasama Teknis di Bidang Penilaian
dengan Kantor Jasa Penilai Publik Asing (KJPPA)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI
FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN MELAKUKAN KERJASAMA TEKNIS
DI BIDANG PENILAIAN DENGAN KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ASING (KJPPA)
Pemimpin/Pemimpin Rekan KJPP
1. Nama HEEEEENEEEEEEEEnEEEEEEEE.
2. Alamat tempat tinggal PP LT TP PP P T T T T T TP
NN EEEEEEEEE.
Kot [T T T T T LT T T IT T T T TTT]
Kode Pos : D:D:D
3. Nomor telepon SEEEEREEEEEEEEENEEEEEENEEE
4. lzin Penilai Publik N [ T |
Nomor = Kep-[ T [ T [T [ [ T ] T T V] T I T ]}
Tanggal - [gﬁ - [bml 1- Luml [ 1]
Informasi KJPP
5. NamaKJPP ARNEEEEENEEEEEEREEE .
6. Alamat KIPP RN
koa o (T[T T T I T U TP PT T I TLETFTT |
Kode Pos : D:[:[:[:]

7. Nomor telepon / fax SENEEN NN
8. Izin Usaha KJPP : Nomor : KEP-[ [ | T T T T T T LTI T T T 1T 1]
Tanggal g[:’ -{m_l__} %u__l_]

Informasi KJPPA
9. NamaKIPPA LI T T T T IT T T I E PPTT i T f]
10. Alamat KIPPA SEEEEEEEEEEEEEEEREEEEEEEEN
LT T T T T T PTT TTT T P P PP TT ]|
Kota [T T T T T T TTTTTTTTIT T ITTT]
Negara = [ [ T T T I T TP JTTTTTITTTT/[]
11. Nomor telepon / fax O I N O A O B
Pihak Yang Melakukan Perjanjian Kerjasama
1. Kipp T N I
S O O
13. KIPPA cNama  c [T TP T T T T TTTTTT VPP T T T}
dabatan - [ T T T LTI T T TP LT T PP {1 F 1§
Pemimpin / Pemimpin Rekan *)
KIPP ..
NIPP

(R



LAMPIRAN XIV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125  /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-3

Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :

a. Profil KIPPA; dan
b. Fotokopi perjanjian kerja sama KJPP dengan KJPPA yang disahkan Notaris.

*) coret yang tidak sesuai.




Formulir 3 : Surat Pernyataan

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

LAMPIRAN XIV

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125  /PMK.01,/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

Nama
Alamat tempat tinggal
Pekerjaan

Jabatan

*) coret yang tidak sesuai.

SURAT PERNYATAAN

Kantor Jasa Penilai Publik Asing (KJPPA)

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Dengan ini menyatakan, bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam surat
permohonan persetujuan melakukan kerjasama teknis di bidang jasa Penilaian dengan
................................................... adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya
bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang membuat pernyataan,
Pemimpin / Pemimpin Rekan *)

KJPP

......... Jererirestaeasacaceratttteserecanas

Salinan sesuai dengan Si‘mya
Kepala Biro Um’nm SR \
e g k\

cha%)a Baglan T%}*Bepmtem % \1

eROWMUM |y

v
Ant;&mus uhart

) '————j
NZ 1107‘%\/ /

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRIMULYANI INDRAWATI



LAMPIRAN XV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Formulir 1 : Laporan Realisasi Pendidikan Profesional Lanjutan (PPL) Tahunan

Nomor
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal :  Laporan Realisasi Pendidikan Profesional

Lanjutan (PPL) Tahun Takwim.........

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda I Lantai 6
JI. Dr. Wahidin No. 1,
Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami menyampaikan
laporan realisasi Pendidikan Profesional Lanjutan (PPL) Tahun Takwim...............

Berkenaan dengan hal tersebut terlampir disampaikan Formulir 2 yang telah
dilengkapi dan kelengkapan data pendukung lainnya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Penilai Publik,

NIPP




LAMPIRAN XV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125  /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-2-

Formulir 2 : Laporan Realisasi Pendidikan Profesional Lanjutan (PPL)

LAPORAN REALISAS] PENDIDIKAN PROFESIONAL LANJUTAN (PPL)
TAHUN TAKWIM..............

NAMA PENILAI PUBLIK

NOMOR IZIN PENILAI PUBLIK :
KLASIFIKAST IZIN PENILAI PUBLIK :
NAMA KJPP :

No TOPIK PPL KEGIATAN PPL TUMLAH
) TEMPAT TANGGAL | PENYELENGGARA | PENYETARAAN SKP
1 2 3 4 5 6 7
JUMLAH SK?

Laporan Realisasi PPL disampaikan beserta fotokopi Sertifikat PPL yang telah diikuti.
MENTERI KEUANGAN
ttd.

Salinan sesuai deng,an asTmYﬂ“ SRI MULYANI INDRAWATI

Kepala Biro Umurh

f)epartemen
THRO UMY

X



LAMPIRAN XVI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 - /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Formulir 1 : Laporan Pindah Domisili, Pengunduran Diri dari KJPP, atau Status Pemimpin Rekan

dan/atau Rekan KJPP
Nomor
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Pindah Domisili / Pengunduran Diri dari KJPP

/ Status Pemimpin Rekan dan/atau Rekan KJPP *)

|

Yth. Sekretaris Jenderal
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda I Lantai 6
JI. Dr. Wahidin No. 1,
Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan laporan
pindah domisili / pengunduran diri dari KJPP / status pemimpin rekan dan/atau
rekan KJPP *).

Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan Formulir 2 yang telah
dilengkapi dan kelengkapan data pendukung lainnya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Penilai Publik,

*} coret yang tidak sesuai.




LAMPIRAN XVI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 125 /PMK.01/2008

MENTERI KEUANGAN TENTANG JASA PENILAI PUBLIK
REPUBLIK INDONESIA
.

Formulir 2 : Laporan Pindah Domisili, Pengunduran Diri dari KJPP, atau Status Pemimpin Rekan dan/atau Rekan KJPP

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI
LAPORAN PERUBAHAN *):
I. Domisili Penilai Publik; I::IYa I::ITidak
II. Pengunduran Diri dari KJPP; I::IYa I::ITidak
1L Status Pemimpin Rekan dan/atau Rekan KJPP;  [_] Ya [] Tidak
Informasi Penilai Publik
1. Nama LT TP P PP PP T P T T 1]
2. Alamat rumah LT PP T TP PP TP
TP T PP T TP T T T T
Kow o [T T T T TTTTTITTIITITTITTT]
Kode Pos ED:[:D
Teepon = [ T T [ J-CT T T T TTTTTTTTT]
Faksimili - [ ] [ [ J-L L LT P T T T [T T]
Email HEEEEENEEENEEEE NN
3. Izin Penilaj Publik cownwee - [T CLIL T T
Nomor o KEP-| [ [ [T TP I TT P I T L] J]T]]
Tangeal - [T ]-LT]-CT 1T
gl bin tha
Informasi Kantor Jasa Penilai Publik (ICJPP) Lama
4. NamaKJPP LI T TT T I T T T T P P TP d ]
5. Alamat KIPP T T T I T T T T PP P T P LTI
Koa o LTI TTTTTTITTTITITITITH
Kode Pos : m
Telepon = [ [ [ [ J-LT T TTTTTTTITT T/
Faksimifi - [T T T J-LCT T T T T T TTIITTTI]
6. lzin Usaha KJPP : Nomor KEI’-[ L [ ] l ] I [ T1 ] IL] 1 l ]
Tanggal D:] - L_]___J - I l
tgl bln thn
7. Kedudukan pada KJPP sebagai : DPemimpin KJPP DPemimpin Rekan KJPP DRekan KJPP
Informasi Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Baru
8. NamaKIPP S50 I Y N A O A B A I I B
9. Alamat KIPP T T T T T T T T T T T I ]
kota o T T T TTTTTTTTTTTITT ]
Kode Pos : E]:[:]__—:D
Telepon : [ [ [ J-CTTTTTTTTTITT L]
Faksimiti « [ [ [ [ J-[ [ [T [T TTTTTTTTT]
10. Izin Usaha KJPP c Nomor : KEP-[ | [ T LT T T T TTTTTT T T]
Tanggal [l_g[_l___l - %]__] - ‘:hnl [ !
11. Kedudukan pada KJPP scbagai . [] Pemimpin KIPP [ Pemimpin Rekan KPP [_] Rekan KJPP
12. Surat Pernyataan Mengenai Penyelesaian  :  Nomor : Fl ] l l , I l ]L] l ! l ! L] l ]J
Perikatan Profesional Tanggal [:I:] - D:l - [:D:D
tgl bln thn
Pemohon,
NIPP ......................




LAMPIRAN XVI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125  /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-
Diisi oleh petugas Departemen Keuangan: '
13. Sedang diperiksa oleh Kepala Pusat : [:I Ya [:] Tidak
14. Sedang diadukan oleh pihak lain yang , ' , \
" layak ditindaklanjuti- o ya [ ] Tidak
15. Sanksi Peringataﬁ dalam 48 bulan terakhir : [:I Tidak pémah [:] I kali [:I 2 kali [:] 3 kali
16. Sedang dikenai sanksi pembekuan izin : [:] Ya [:] Tidak i

Dokumen yang Dilampirkan:

Surat Keterangan Domisili yang baru;

a.
b. Surat Pernyataan Mengenai Penyelesaian Perikatan Profesional;
c. Fotokopi Izin Penilai Publik;
d. Surat persetujuan pengunduran diri dari seluruh Rekan KJPP bagi Penilai Publik yang telah menjadi Pemimpiu Rekan

atau Rekan KJPP;
e. surat persetujuan dari seluruh rekan KJPP mengenai penunjukan Penitai Publik yang bersangkutan menjadi pemimpin KJPP; dan
f. Fotokopi Akta Perubahan Perjanjian Kerjasama.

*) pilih sesuai dengan perubahan yang terjadi.

MENTERI KEUANGAN
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya, SRI MULYANI INDRAWATI
Kepala Biro Umum . A J




LAMPIRAN XVII
PERATURANMENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 \PMK.01\2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Formulir 1 : Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Keuangan, Laporan
Realisasi Program Kerjasama dengan KJPPA dan
Laporan Realisasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Nomor
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Keuangan, Laporan

Realisasi Program Kerjasama dengan KJPPA dan
Laporan Realisasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Tahun .........
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ....................

—

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda I Lantai 6 \
JI. Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Pusat 10710

Menunjuk pada ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
.../PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik, dengan ini kami sampaikan laporan
kegiatan usaha, laporan keuangan, laporan realisasi program kerjasama dengan KJPPA
dan laporan realisasi penggunaan tenaga kerja asing dari Kantor Jasa Penilai Publik
(KJPP) oo, untuk tahun takwim ............

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,

Pemimpin / Pemimpin Rekan ¥)
1S 1 O

NIPP

*) coret yang tidak sesuai.

W
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MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
2.

Formulir 2 : Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Keuangan,
Laporan Realisasi Program Kerjasama dengan KJPPA dan
Laporan Realisasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI
LAPORAN KEGIATAN USAHA, LAPORAN KEUANGAN,
LAPORAN REALISASI PROGRAM KERJASAMA DENGAN KJPPA DAN
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
TAHUN TAKWIM ...
L Kantor Jasa Penilai Publik (JXJPP)
1. Nama LTI T T TP T T TP T ]
2. Bentuk Usaha SR EEEEEEEN
3. Alamat KJPP LT TP P PP PP PP T T
LI T T TP T T PP TP PP TT0 ]
DomisiliKota) : [ [ [ T T [ T T T T ][ TTTT]
Kode Pos : EED:I:]
Telepon AEEENREEEEEEREEEE
Faksimile (T y]-LL T T i Tl TT]
Email LI T I T TP T TP I T TT]
Website LT T TP TP PP T PP T TT]
4. Izin Usaha KJPP . Nomor : ’(EP-[ 1 lJ ] { ] [ [ l l l l l J
Tanggal I - -CE T T
Tgl Bln Thn
5. NPWP KPP S I N I O I I I B A I
6. Status Kantor : [:IMilik Sendiri [:ISewa Luas D:EI:D m?
1. Pemimpin/Pemimpin Rekan KJPP
7. Nama NN E.
8. Alamat Rumah JEEEEEEEREEEEEEEEEENEEE
Kota - [T T T T T I TTTUTITITTTT]
Kode Pos : D:E]:D
Teepon [ [ [ T ]-0LT 1T 1T T T 1T T 1 T[T ]|
9. Izin Penilai Publik c Nemor [ J.L T 1. LT TT1
Tanggal = [ [ |- [ |-L [ 1 [ |
Tgl Bln Thn
10. Terhitung Sejak : Tanggal [TII I-[Bll ]'[;[ J T ]
IIT.  Daftar Rekan KJPP %)
11. Akta Perjanjian kerjasama Nomor : | I ] J l l I [ [ ] l ll I l [ l I I
Tanggal « [ [ J-[ T J-L 1 1 1]
Tgl Bin Thn
12. Jumlah Rekan o [T T Ipenitai Publik [ [ |Non Penilai Publik
El:Dlaki-laki ED:]perempuan
13. Rekan >™ :
Nama SEEEEEEEEEEEENEEEEEREEN
Alamat Rumah HEEEEEEEEEEEEENEEEnEEn
Koa LT TTTTTTITTTITTTITITTT]
Kode Pos : D:D___]:]
Telepon = [_[ T T V- T T LT TTTTTTTT]
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1zin Penilai Publik cNemer - [T ] T T 1
Tanggal « | [ |- [ J-[ T [ T[]
Tel Bin Thn
Terhitung Sejak . Tanggal - [ l —| - l l l ] |
Tel Bin Thn

*) Diisi oleh KJPP berbentuk usaha Persekutuan sesuai dengan Formulir 2. 01, apabila jumlah rekan lebih dari satu.

IV. Cabang KJPP **)

14. Jumlzh Cabang KIPP **? - [T Jkentor

Alamat Cabang KJPP : I L I ] [ ] ] l l l [ !
RN EEEEEEN
Domisili (Kota) : [ | | | | |

kotePos [T T LT]

Telepon HEEEEREEEEEEENEEN
liaksimile SEEREREEEEEEEREED
Izin Pembukaan Cabang KIPP  :  Nomor . KEP- L l ] ] l I l l J ] l ] ] [ ]
Tanggal - ]-Cte
Tel Bln Thn
NPWP Cabang KIPP T T I T T I I T T I I-rrrr.rrri
Status Kantor : DMilik Sendiri DSewa . Luas E]:D:r_—] m*
15. Pemimpin Cabang KJPP **)
Nama I T T T T T T T T I]
Alamat Rumah LT T T T TP T PP T
Kota [ T T T T TTTTOITTT LTI TIT ]
Kode Pos : m
Teepon : [ [ T T 1-CT T T TTITITTTT T}
Izin Penilai Publik cNomor - [T LT
Tanggal : [ [ 1-[ T J-L 1 T 1]
Tgl Bln Thn
Terhitung Sejak < Tanggal : [ [ 1-[11]- CT 1T 11
Tel Bln Thn

**) Diisi oleh KJPP yang mempunyai Cabang KJPP sesuai dengan Formulir 2.02 apabila jumlah Cabang KJPP lebih dari satu.

V.  Perwakilan KJPP **¥*)

16. Jumlah Perwakilan KJPP 2 - [ [ ] Jkantor

Alamat Perwakilan KJPP [T rrrrf Pttt
(TT T I T T T I I IT T IT T T I TTII]
DomisiiKota) « [ [ [ [ T T T T TTT T T TTT]
Kode Pos :[:[:E[:_—_D
Telepon SN EEEREEEENEER
Faksimile I T T ]-CC TP T P T T

Status Kantor : DMilikSendiri DSewa Luas mmz

17. Pemimpin Perwakilan KJPP ***}

Nama IEEEEEEENEEEEEEEEEENEEE

Alamat Rumah I O I A A M B I B O
Kota (] T T T T T T TTTTTTTTTIT]
Kode Pos : I:]:D—___D

Teepn : [ [ [ [ J-CTTTTTTTTTTTIL]

**%) Diisi oleh KIPP yang mempunyai Perwakilan KJPP sesuai dengan Formulir 2.03 apabila jumlah Perwakilan KJPP lebih dari satu.
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V1. Kerjasama dengan Kantor Jasa Penilai Publik Asing (KJPPA)
18. Nama KJPPA L PP PP PP T P P T T 1]
HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEN
19. Alamat di Luar Negeri 0 1 T Y I B I O
(Kantor Pusat) HEENEEEEEEE NN
NN
Telepon = [ [ T [ [ J-L T T T TTTTTTTT]
Faks. LT DT T -LITTTTTTTTTT]
Bmail o [ LT[ [T TTTT T T TIT L]
websiie = [ [ T [ [ [ [ ITTTTTTITTTT]
20. Nama KJPP dicantumkan
bersama dengan nama KJPPA DYa DTidak
21. Surat Persetujuan : Nomor : | [ ] T T T T T Vi T T UVHITITITT U
Tangeal : [ [ ]-[ T J-L1°T 11
Tel Bln Thn
VII. Tenaga Kerja
22. Penempatan Tenaga Kerja Asing e
Jumlah Tenaga Kerja Asing : D:D:]orang
23. Tenaga Kerja Meliputi Penilai Publik, Penilai, Tenaga Ahli lainnya dan Tenaga Administrasi 209
Pendidikan Kantor Pusat 7 Kar;torCat;an ) lKant(;r Perw:;;kilan : Jumlah
S-3
S-2
S-1
DI
SLTA
SD
VIIL. Laporan Kegiatan Usaha >
24. Jumiah Klien T T T T TT17]
KJPP PUSAT F'TT1T 1T 11
caBangkiee [ [ T 1 1T 1]
PERWAKILAN [ [ [T [ [ ]
25. Jumlah Klien menurut KIPP PUSAT CABANG PERWAKILAN TOTAL
Kepemilikan : Swasta FI I I [ l I I I l IJ ( l IJ
BUMN e B A e
BUMD I O O I A O
Proyek Pemerintah i CTTT1 L1
Koperasi LTy ety g it
26. Jumlah Klien
Go Publik : NN A O A
Non Go Publik : D:D m |
27. Jumlah Klien Menurut
Jasa yang Diberikan KJPP : - Penilaian Properti l I | I l l f ] [ l l ! [ l l I
-peniianmisns [ [ [ ] [T T ] LT 1 LT T]
~KonsultasiPengem- [ [ [ | [T T 1 [T 11 [ ]
bangan Properti
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1X. Laporan Keuangan

X.  Realisasi Program Kerjasama dengan KJPPA z10)

XI. Laporan Tenaga Asing pada KJPP yang bekerjasama dengan KJPPA * b
Pemimpin / Pemimpin Rekan
KIPP. ..o
NIPP

Keterangan :

a)  Rincian jumlah rekan diisi dalam daftar rekan KJPP sesuai Formulir 2.01

b)  Daftar Cabang KJPP diisi sesuai Formulir 2.02

c)  Daftar Perwakilan KJPP diisi sesuai Formulir 2.03

d)  Rincian jumiah Tenaga Kerja Asing diisi sesuai Formulir 2,04

e)  Rincian jumlah Penilai Publik, Penilai, Tenaga Ahli Jainnya dan Tenaga Administrasi diisi sesuai Formulir 2.05

f) Daftar Rincian Kegiatan Usaha diisi sesuai Formulir 2.06

g)  Laporan Keuangan disampaikan secara komparatif tahun berjalan dan sebelumnya yang terdiri dari Neraca dan Laba Rugi

beserta catatan atas Japoran keuangan disusun sesuai dengan Formulir 2.07 - 2.09
h)  Realisasi program kerjasama dengan KJPPA disusun sesuai dengan Formulir 2.10

1)

- Desain Sistem

Informasi Aset

- Pengelolaan Properti

i

it

]

- Studi Kelayakan Usaha [ l [ _I

:

- Jasa Agen Properti

- Pengawasan Pembiayaan

Proyek LI T

—

[

28. Jumlah Klien Menurut
Bidang Usaha . Manufaktur [TT1

Konstruksi l ] lJ

Lembaga Keuangan :

- Perbankan
- Asuransi TTT 1

- Dana Pensiun
LTI

- Jasa Pembiayaan

0

et
—

,___
—

(1

]

i

Hotel & Pariwisata

HiN
HiN
i

Perdagangan

Pertanian, perkebunan,

Kehutanan & Peternakan

Pertambangan & Energi

i

L]

Pos & Telekomunikasi

SN Iy L I N
-
||

b — b ] —
I Ny N W
O I N I )
e

L]

L1
Transportasi [ l l J

L1

L]

E

Bidang Usaha lainnya

2.07-2.09)

Laporan Tenaga Asing pada KJPP yang bekerjasama dengan XJPPA disusun sesuai dengan Formulir 2.]1
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Formulir 2.07 : Neraca Komparatif
KJPP....o.ccoinnee
NERACA KOMPARATIF
Per Tanggal .................
ASSET
Tahun Sebelumnya Tahun Berjalan
Asset Lancar :
Kas XXXXX XXXXX
..... dst XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX
Total Asset Lancar XXXXX XXXXXX
Asset Tetap
Peralatan Kantor XXXXX XXXXX
..... dst XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX
Total Asset Tetap XXXXX XXXXX
Asset Lain-Lain
AAAAA dst XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX
Total Asset Lain-Lain XXXXX XXXXX
Total Asset XXXXX XXXXX
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Kewajiban :
Jangka Pendek
..... dst XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX
Total Hutang Janghka Pendek XXXXX XXXXX
Hutang Jangka Panjang
..... dst XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX
Total Hutang Jangka Panjang XXXXX
Total Kewajiban XXXXX XXXXX
Ekuitas :
Setoran Modal dari Sekutu XXXXX XXXXX
Saldo Laba (Rugi) XXXXX XXXXX
Laba Tahun Berjalan XXXXX XXXXX
Total Ekuitas XXXXX XXXXX
Total Kewajiban dan Ekuitas XXXXX XXXXX
Catatan :

Dalam hal KJPP raempunyai cabang, maka Laporan Keuangannya dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan KJPP.
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Formulir 2.08 : Laporan Laba Rugi Komparatif

LAPORAN LABA RUGI KOMPARATIF
Untuk Periode ................

Tahun Sebelumnya Tahun Berjalan

Pendapatan Usaha

Jasa Penilaian XXXXX XXXXX

Jasa Non Penilaian XXXXX XXXXX

..... dst

Total Pendapatan Usaha XXXXX XXXXX
Biaya Usaha :

Gaji dan Honor XXXXX XXXXX

Transportasi dan Perjalanan Dinas XXXXX MXXXX

Biaya usaha lainnya XXXXX XXXXX

..... dst XXXXX XXXXX

Total Biaya Usaha XXXXX XXXXX
Laba (Rugi) Bruto XXXXX XXXXX
Beban Administrasi dan Umum :

Biaya Royalti XXXXX XXXXX

luran XXXXX XXXXX

..... dst XXXXX XXXXX

Total Beban Adminisrasi dan Umum XXXXX XXXXX
Pendapatan dan Beban Lain-lain

Pendapatan Lain-lain XXXXX XXXXX

Beban Lain-lain XXXXX XXXXX

..... dst XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Laba (Rugi) sebelum Pajak XXXXX XXXXX
Pajak Penghasilan XXXXX XXXXX
Laba (Rugi) Setelah Pajak XXXXX XXXXX
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Formulir 2.09 : Catatan Atas Laporan Keuangan

17413 S

LAMPIRAN XV

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

Catatan atas Laporan Keuangan

A. Umum

KJPP xxx didirikan berdasarkan

B. Kebijakan Akuntansi

Per Tanggal ............

.......... dan seterusnya

Ikhtisar kebijakan akuntansi utama yang dianut oleh KJPP .......... adalah sebagai

berikut :
a
b
c.
d

. dan seterusnya

. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
. Periode Akuntansi

Penjelasan Catatan Laporan Keuangan

1. Kas dan Setara Kas

Jumlah tersebut merupakan saldo ........

2. Uang muka Pajak

Jumlah tersebut merupakan saldo ........

3. Asset Tetap

Jumlah tersebut merupakan saldo ........

... dan seterusnya

8. Pendapatan

Pendapatan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) merupakan gabungan antara Kantor

Pusat dan Cabang.

Pendapatan Kantor Jasa Penilai Publik diperoleh dari :

Jasa Penilaian sebesar

Jasa Non Penilaian sebesar .....

... dan seterusnya
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9. Beban Operasi
Beban Operasi KJPP berasal dari gaji rekan Penilai Publik sebesar ....., gaji tenaga
penilai sebesar ..., gaji tenaga ahli lainnya ..., gaji tenaga administrasi ....., gaji
tenaga asing .....,
dan biaya perjalanan dinas rekan sebesar ..... serta biaya perjalanan dinas tenaga
penilai sebesar ...... dan seterusnya

10. Beban administrasi dan umum
Di dalam beban administrasi dan umum, termasuk biaya di dalamnya, biaya
royalti atau pun fee sebagai konsekuensi dilakukan kerjasama dengan Kantor Jasa
Penilai Publik asing.
... dan seterusnya

15. Ekuitas
Setoran modal dari pemilik terdiri dari setoran rekan Penilai Publik sebesar ...,

dan setoran rekan yang bukan penilai publik sebesar ...... Dalam tahun berjalan,
terjadi penarikan modal (prive) dari rekan penilai publik sebesar ... dan rekan
yang bukan penilai publik sebesar.....

... dan seterusnya
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Formulir 2.10 : Laporan Realisasi Program Kerjasama dengan KJPPA

LAPORAN REALISASI PROGRAM KERJASAMA DENGAN KJPPA

TAHUN TAKWIM ...

Informasi Kantor Jasa Penilai Publik Asing (KJPPA)

1 Nama KJPPA LI T T T T T I T PP T T I T T T T T T
RN EE e
2 Alamat SNEEEEEEEEREEEEEEEEE NN
LI T LT T T T P P T T P T T T I T T T ]
Koo - T T T T LTI T ETTT LTI T 1]
Negara (T T T T T T I T TIITIT T I I II]
Telepon = [ [ T [T T T T T T T T T TTTTITTT]
Faksimili - [ [ T [T T T T T T T T T 1T T T T T 1]
3 Bidang Keahlian LTI I T T T I T T T T T T i i

4 Rencana Program "

5 Realisasi Program "

6 Jumlah klien yang dikerjakan D:r___l

Keterangan :
") Jika kolom yang tersedia tidak memadai dapat diuraikan dalam tabel terpisah
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Formulir 2.11 : Laporan Tenaga Asing pada KIPP
yang bekerja sama dengan KJPPA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI
LAPORAN TENAGA ASING PADA KJPP YANG BEKERJASAMA DENGAN KJPPA
ICIPP vt
(‘{EillUN TAKWIM ..o
L Informasi Pemimpin/Pemimpin Rekan Kantor Jasa Penilai Publik
I. Nama SEEEEEEEEEEEEEREEENEREN
L TP TP T T T T
2. Izin Penilai Publik : Nomor D . ] l
Tanggal E]:] - - }
Tet Bln Thn
Informasi Kauntor Jasa Penilai Publik (KJPP)
3. Nama KIPP I T P TTTT P PT PTT T T ]
L PP P
4. Alamat KIPP ANEEENEEEEEEEEEEEEEEENN
LI I I T T T T T T T I T T TTI T T I IT]
Kota LT T T
Kode Pos : DIEL__J
Telepon LT T)-BE T T PP g ]
Faksimile LT I-CL T T ]
5. Izin Usaha KJPP . Nomor : rL rJ I I L rl rJ r ]j I L]
Tanggal : l - l - l hn[ _l_[__l
Tg! Bin T
6. Bentuk Usaha : D Perseorangan D Persekutuan
7. Jumlah Rekan . [T Penilai Publik Tl 1e
[T ] Non Penilai Publik [Tt []p
Informasi Tenaga Asing yang bekerja pada KJPP
8. Nama LT T T T P P PP T T
LTI T T T T I T T T T T T T P T PT T d]
9. Izin Bekerja dari Instansi : Nomor : fJ [ j' [ 1 FLTL r_[ﬁ [ 1 ]
Tanggal : ] - I-I I ]
Tgl Bln Thn
10. Kewarganegaraan LT T T T T T T P T T
11. Keahlian T T T T T P TP T P T T]]
N O A N O B
12. Rencana Kerja
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13. Realisasi

14. Jangka Waktu Penugasan : D:[:] Tahun

Pemimpin/Pemimpin Rekan

(nama lengkap)
NIPP

Keterangan :

- Formulir disediakan untuk informasi setiap Tenaga Kerja Asing

- Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :
a. fotokopi kartu identitas masing-masing tenaga asing
b. fotokepi izin kerja tenaga asing dari instansi yang berwenang
c. fotokopi bukti tanda kelulusan pendidikan terakhir
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Formulir 3 : Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN
Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama L e e

Jabatan : Pemimpin/Pemimpin Rekan KJPP *).........

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa data yang kami sampaikan
dan lampirkan pada formulir Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Keuangan, Laporan
Realisasi Program Kerjasama dengan KJPPA, dan Laporan Realisasi Penggunaan Tenaga
Kerja Asing untuk tahun takwim .... adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan benar, ditandatangani pada
tanggal tertera pada akhir keterangan ini dengan meterai cukup untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Apabila dikemudian hari pernyataan ini diketahui tidak benar, saya bersedia
dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang membuat pernyataan,
Pemimpin / Pemimpin Rekan *)

*) coret yang tidak sesuai.

MENTERI KEUANGAN
ttd. ‘

Salinan sesuai dengan asliny: SRI MULYANI INDRAWATI

Kepala Biro Umume""" s
u.b. &
Kepala Bagian

78 Departemeint

e
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Formulir 1: Laporan Perubahan Alamat KJPP dan/atau Cabang K]JPP,
Perubahan Susunan Rekan KJPP, Perubahan Pemimpin/Pemimpin Rekan
atau Pemimpin Cabang KJPP dan Penutupan Kantor Perwakilan KJPP

Nomor
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Perubahan Alamat KJPP dan/atau Cabang KJPP /

Perubahan Susunan Rekan KJPP / Perubahan
Pemimpin/Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KJPP
/ Penutupan Kantor Perwakilan KJPP *)

Yth. Sekretaris Jenderal
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda I Lantai 6
JI. Dr. Wahidin No. 1,
Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan laporan
perubahan alamat KJPP dan/atau Cabang KJPP / perubahan susunan Rekan KJPP /
perubahan Pemimpin/Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KJPP / penutupan
Kantor Perwakilan KJPP. *)

Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan Formulir 2 yang telah
dilengkapi dan kelengkapan data pendukung lainnya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemimpin / Pemimpin Rekan *),

*) coret yang tidak sesuai.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

S\

P



LAMPIRAN XVIIT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125  /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAJ PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
S2-

Formulir 2 : Laporan Perubahan Alamat KJPP dan/atau Cabang KJPP /
Perubahan Susunan Rekan KJPP / Perubahan Pemimpin/Pemimpin Rekan
atau Pemimpin Cabang KJPP / Penutupan Kantor Perwakilan KJPP

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI
LAPORAN PERUBAIAN *):
I. Alamat IKJPP dan/atan Cabang KJPP; [:]Ya DTidak
II. Susunan Rekan KJPP; []va [ ] Tidak
111. Pemimpin/Pemimpin Rekan KJPP; [:] Ya D Tidak
IV. Pemimpin Cabang KJPP; [(Jvya [ ] Tidak
V. Penutupan Kantor Perwakilan KJPP. DYa DTidak
Informasi IKantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
I. Nama SEEEEEEEEEEEREEEEEEEEEE.
HENEEEEEEEEEEENEEEEEEE.
2. lzin Usaha s Nomor o KEP-{ [ [ [ [ [ T T [ [ P T T T 1] [ ]
Tanggal : | L - T
Tgl Bln Thn
Perubahan Yang Terjadi*) :
3. Perubahan Alamat KJPP / Cabang KIPP **) Nz [ ] ridak
Alamat (lama) LT PP TP TP PP PP T ]
HEEREEEEENEEREEEEREEEEEEN
Kota Lt ety P PP yiq
Kode Pos D:l:[[]
Teepon [ [ T [ J-LIT T T TTTTTT T T ]
Faksimile [ [ T [ J-L T T T T T T T TT T TTT]
Alamat (baru) SR EEEEEEEEEEENEEEEN.
LT T T T T T T T T T T PP T T T ]
Kota CT T T T T ITTIT I TI T T T T]
Kode Pos D:D:]:]
Telepon [ [ T [ ]-LT T T TTTTTTTITTT]
Faksimte [ ] [ [ ]-LT T T TTTTTTTTTT]
**) dicoret yang tidak sesuai.
4. Susunan Rekan KJPP [1va [ midax
Jumlah Sekutu KJPP (lama) o [T 1] Penilai Publik
[ TT] Non Penilai Publik
Jumlah Sekutu KJPP (baru) : [T ] Penilai Publik
[T T 1 Non Penilai Publik
Lampiran daftar rekan diisi dengan lengkap
5. Pemimpin Rekan KJPP [(Jva [ ] midax
Nama Pemimpin Rekan (lama) SEENEEEEREEEEEEEEEEEEEE.
(T T T T T I T T P r PP T T Tl T]
Izin Penilai Publik e - [T LT T
Tanggal [ | | '[;_-l:] lT:ED:]
Tgl in hn
Nama Pemimpin Rekan (baru) S I 1 A I I I I
A O I I O I B B B
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Izin Penilai Publik coNee [T CTTT]
Tanggal [ [ ]-[ [ J-U T T 1]
Tgl Bin Thn
6. Pemimpin Cabang KJPP L—_]Ya L—_]Tidak
Nama Pemimpin Cabang (lama) LT TP P L P L T T T T T T T I
LT T T T T T I L LT T T T TT T I I TTI T
Izin Penilai Publik conNee [0 LT
Tangeal [ | |-[ [ |- T T T
Tel Bln Thn
Nama Pemimpin Cabang (baru) Tt ittt rrrrrir i
LT T T I i I rrrrrrrrrrii
Izin Penilai Publik coNee [T LT T
Tanggal [ [ J-[ [ J-L [ [ [ |
Tel Bln Thn

Pemimpin / Pemimpin Rekan

(nama lengkap)

*) pilib sesuai dengan perubahan yang terjadi.

Dokunen pendukung yang harus disampaikan beserta forrulir ini :

I. Perubahan Alamat :
a. fotokopi bukti kepemilikan atau sewa kantor;
b. fotokopi surat keterangan domisili;
c. denah kantor yang menunjukkan kantor terisolasi dari kegiatan lain;
d. foto kantor tampak depan dan foto ruangan.

II. Perubahan Susunan Rekan KJPP :
a. fotokopi perjanjian kerjasama yang disahkan oleh notaris;
b. fotokopi izin Penilai Publik;
¢. surat pengunduran diri dari KJPP untuk Penilai Publik yang mengundurkan diri.

III. Perubahan Pemimpin Rekan KJPP :
a. surat persetujuan dari seluruh rekan mengenai perubahan pemimpin rekan KJPP;
b. surat persetujuan dari seluruh rekan KJPP mengenai penunjukan Penilai Publik yang bersangkutan
menjadi pemimpin KJPP;
c. fotokopi bukti domisili pemimpin rekan KJPP.

1V. Perubahan Pemimpin Cabang KJPP :
a. surat persetujuan dari seluruh rekan KJPP mengenai penunjukan Penilai Publik yang bersangkutan
menjadi pemimpin Cabang KJPP;
b. fotokopi bukti domisili pemimpin Cabang KJPP.

V. Penutupan Kantor Perwakilan KJPP :
Surat Keputusan Pemimpin atau Pemimpin Rekan KIPP tentang penutupan Kantor Perwakilan KJPP.

MENTERI KEUANGAN
ttd.
Salinan sc?sua:iﬂg% an aslinya, SRI MULYANI INDRAWATI

¥ BIRO Uy
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Formulir1 : Laporan Untuk Mengakhiri Kerjasama Pencantuman Nama Dengan KJPPA
Bersama-sama dengan Nama KJPP

Nomor
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal . Laporan Untuk Mengakhiri Kerjasama Pencantuman Nama

dengan KJPPA Bersama-sama dengan Nama KJPP

Yth. Sekretaris Jenderal
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda I Lantai 6
JI. Dr. Wahidin No. 1,
Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan laporan
untuk mengakhiri kerjasama pencantuman nama dengan Kantor Jasa Penilai Publik
Asing (KJPPA) ... bersama-sama dengan nama KJPP.

Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan Formulir 2 yang telah
dilengkapi dan kelengkapan data pendukung lainnya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemimpin / Pemimpin Rekan *),

*) coret yang tidak sesuai.
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Formulir 2 : Laporan Untuk Mengakhiri Kerjasama Pencantuman Nama dengan KJPPA
Bersama-sama dengan Nama KJPP

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI

LAPORAN UNTUK MENGAKHIRI KERJASAMA PENCANTUMAN NAMA DENGAN KJPPA

BERSAMA-SAMA DENGAN NAMA KJPP

Pemimpin / Pemimpin Rekan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

I. Nama T T P TP T TP T T T T]

2. Alamat rumah S N O O O
S O B O
Kota LI T T T PP T T T T T
Kode Pos :m
Teepon [T T [ J-CT T T T T T T TTTTTT]

3. lIzin Penilai Publik i1 S D N N S I
TanggalslTI-!L1-[1JlJl

Kantor Penilai Publik (KJPP)

4. Nama KIPP 1 N v O

5. Alamat Kantor HEEEEEREEEEEEEEEEEENEn.
Kota LT!TL‘IFI!‘!"ii‘;TJ
KodePos:D:D:]
Telepon = [ [ ] T J-0 1T T LT P T I T TT 1T
Faksimile : [ [ [ [ J-0L T LT [0 [T 0 P 1 T ] T]
website [ [ [ [ [T [T T T T LT P T T T T T}

6. lzin Usaha KJPP c Nomor =« KeP-[ T T T T T T TTTTTTTTTT]
Tanggal - [ [ ]-CT J-CT [ 1]

Tgl Bin Thn

7. Bentuk Usaha DPerseorangan DPersekutuan

Kantor Jasa Penilai Publik Asing (KJPPA) Yang Dibatalkan

8. Nama KIPPA SN EEEEEENEnn

9. Alamat O SN O v O O O
(N Y O B
: Kota LT T T TP PP PIlT T
Negera « LT T T T T T TTTTTTTT]TTT]
Teepon : [T T TJ-CT T T TTTTTTTITTT]
Faksimite : [ [ [ [ J-[ J T T T J P TJ ] T T 1T
Websiie = [ [ [ T T T T [T TT T T I TTTTT]
Email (T T T T PTT T TT I TTT]

Pihak Yang Melakukan Pembatalan Kerja Sama

10. KIPP Nema = L] [ T T T T T P T I L ET T T T T T]
daban - [T T T T T T T T TOETTIT T I TTT]

11. KIPPA Nema = [ [ [T T T T TTTTTTITTTTTTT]

HREEEEEEENEEENENENE

12. Alasan Pembatalan

Jabatan ;[ ]
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Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :

a. Fotokopi pembatalan perjanjian kerja sama dengan KJPPA,
b. Dokumen yang membuktikan berakhirnya kerjasama dengan KJPPA.

Pemimpin / Pemimpin Rekan
KIPP

Salinan sesuai dengan ashnya,
Kepala Biro Umum .. =

MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI



